BAB YV

KESIMPULAN DAN SARAN
5.1 Kesimpulan
Dari identifikasi masalah yang pertama apakah saksi yang tidak melihat,
mendengar dan mengalami (festimonium de auditu) dapat diterima atau sesuai dengan
ketentuan yang di terdapat didalam KUHAP dapat ditarik beberapa kesimpulan
yakni;

Keterangan saksi sebagai salah satu alat bukti yang paling penting
dalam KUHAP, memiliki syarat materil yang menyatakan bahwa seorang
saksi harus melihat, mendengar dan mengalami suatu peristiwa pidana
sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1 butir 27 KUHAP yang kemudian
ditegaskan dalam kembali melalui Pasal 185 Ayat (1) KUHAP sehingga dapat
diambil kesimpulan bahwa; Setiap keterangan saksi diluar apa yang didenga,

dilihat atau dialaminya sendiri tidak memiliki nilai kekuatan pembuktian sebagai alat

bukti yang sah.

Perluasan makna saksi yang ditawarkan oleh MK menurut penulis
tidak jauh berbeda dengan KUHAP, menurut pendapat penulis antara batu uji
yang digunakan oleh KUHAP dan Putusan MK Nomor 65/PUU-VIII/2010
untuk menilai apakah keterangan seorang saksi memiliki nilai pembuktian
adalah sama, hal tersebut dibuktikan dengan KUHAP melalui sistem
pembuktian negatif menjadikan keyakinan hakim sebagai dasar penilaian
keterangan saksi yang diuji melalui Pasal 185 huruf a-e, hal yang sama juga
diterapkan didalam Putusan MK didalam dasar pengujiannya sebagaimana
yang di dalam dasar pertimbangannya yakni “dalam konteks pengadilan,
setiap bukti yang relevan dan dapat diterima harus dapat dievaluasi oleh

hakim” . Mengingat bahwa keterangan saksi memiliki kekuatan pembuktian
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yang bersifat bebas yakni tidak mempunyai kekuatan pembuktian yang

sempurna dan mengikat serta hakim mempunyai kebebasan untuk menilainya

Sebelum diterbitkannya Putusan MK Nomor 65/PUU-VIII/2010 telah
terdapat beberapa yurisprudensi yang membahas tentang penggunaan saksi
yang tidak melihat, mendengar dan mengalami. Yurisprudensi tersebut dapat
digunakan mengingat bahwa Indonesia menganut yurisprudensi yang bersifat
“persuasive precedent” yang dapat dimaknai bahwa yurisprudensi dapat
digunakan apabila masih relevan dengan kondisi masyarakat.Selain daripada
hal yang disebutkan sebelumnya perlu disadari bahwa didalam suatu perkara
pidana terkadang kesulitan dalam mendapatkan alat bukti, sehingga saksi
yang bersifat testimonium de auditu tersebut dapat membantu dengan tetap
menghadirkan ke muka persidangan untuk didengarkan keterangannya yang
kemudian penilaiannya diserahkan kepada hakim untuk mempertimbangkan

sejauh mana kualitas dan nilai kekuatan pembuktiannya .

Dalam identifikasi masalah kedua ialah apakah Jaksa dapat mengajukan “saksi (a
charge) yang tidak melihat, mendengar dan mengalami” mengingat didalam putusan
MK ini semata-mata hanya membahas tentang pengajuan saksi (a de charge) dapat

ditarik kesimpulan berikut ini;

2. Sistem Peradilan Pidana menganut asas equality before the law yang mana
dikatakan bahwa setiap orang diperlakukan sama dimuka pengadilan,
dengan demikian ketika MK memberikan hak bagi terdakwa untuk
mengajukan saksi yang tidak melihat, mendengar dan mengalami dalam
hal saksi tersebut menguntungkan bagi terdakwa, maka Jaksa juga harus
diberikan hak yang sama untuk mengajukan saksi yang memberatkan.
Mengingat didalam suatu peradilan tugas dari jaksa ialah membela

kepentingan korban, sehingga dapat diambil kesimpulan bahwa menjadi
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5.2 Saran

konsekuensi bagi tiap sistem peradilan pidana untuk mendasarkan konsep
saksi yang sama.

Apabila hal tersebut disimpangi maka penulis menilai bahwa adanya
tendensi MK lebih memihak kepada orang tertentu yakni pemohon (Yusril
Ihza Mahendra) sehingga menerbitkan putusan yang nyatanya tidak
berpihak kepada upaya-upaya memudahkan pembuktian tetapi justru
berpihak kepada upaya melindungi kepentingan individu secara tidak
proposional.

Selain daripada itu sebelum dikeluarkannya putusan ini perlu disadari
bahwa KUHAP telah mendasari pembentukannya dengan menjamin hak-
hak asasi manusia dan keseluruhan nya tersebut telah di atur terlebih
dahulu didalam KUHAP sebelum MK mengeluarkan Putusan ini, yang
dapat dibuktikan dengan adanya perkara-perkara dengan saksi yang
memberatkan diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum akan tetapi saksi
tersebut tidak melihat, tidak mendengar dan tidak mengalami namun tetap

memiliki pengetahuan akan kejadian atau peristiwa pidana tersebut.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dari bab-bab sebelumnya serta

kesimpulan yang telah dijelaskan, terdapat saran untuk mengatasi permasalahan yang

menjadi latarbelakang penulisan ini yaitu;

1.

Setelah adanya putusan ini penegak hukum diharapkan lebih teliti untuk
menghadirkan saksi dalam rangka pembuktian terhadap perkara pidana
terlebih setelah diperluasnya definisi saksi dan keterangan saksi dalam
KUHAP agar tetap menghadirkan saksi yang memiliki relevansi dengan
tindak pidana yang terjadi demi menghindari terjadinya kesewanang-

wenangan. Terhadap kriteria saksi yang telah diperluas oleh MK, hendaknya
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penegak hukum dapat menarik kesimpulan secara tepat untuk menilai
relevansi keterangan saksi yang tidak melihat, mendengar dan mengalami
secara langsung tindak pidana yang terjadi, agar pembuktian dalam perkara

pidana dapat berjalan secara tepat.

. Hendaknya dalam pengaturan di masa mendatang baik dalam Rancangan
KUHAP maupun pengaturan yang lainnya lebih menjelaskan batasan-batasan
yang tepat mengenai makna relevansi suatu keterangan saksi mengingat tidak
selamanya dalam perkara pidana terdapat saksi yang sesuai dengan rumusan
yang diatur dalam KUHAP., agar tidak terdapat kekaburan didalam
penggunaannya baik bagi saksi yang memberatkan terdakwa maupun terhadap
saksi yang meringankan terdakwa. Supaya keterangan saksi dapat digunakan
di persidangan, seharusnya Pemerintah dalam hal ini lembaga legislatif dan
para penegak hukum harus lebih jelih lagi melihat kebutuhan hukum yang ada

guna menunjang proses beracara di persidangan.
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